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 Setiap hari dalam hidup adalah suatu hari dalam sejarah hidup 
kita (Penulis). 
 Memang segala permulaan itu adalah sukar. 
“Alle begin is moeilijk” (alm. H. Raden Djamat Hendro 
Soewarsono). 
 Perjuangan belum tentu membawa keberhasilan, tetapi tiada 
keberhasilan tanpa perjuangan (NN). 
 Keberuntungan tak akan pernah memberi, ia hanya 
meminjamkan (NN). 
 “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala 
sesuatu berguna. “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, 
tetapi bukan segala sesuatu membangun (1 Korintus 10:23). 
 Dan pada akhirnya, bukan berapa tahun dalam kehidupan anda 
yang dilihat. Tapi kehidupan dalam tahun-tahun tersebut. 
“And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s 
the life in your years” (Abraham Lincoln). 
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Tax is the largest source of state revenue, therefore the government in this 
case Tax General Directorate attempts continuously to improve the society’s 
awareness of complying with their tax obligation. One attempt the DJP takes is to 
apply the information technology system in taxpayer registration to obtain the 
Taxpayers Basic Number (NPWP), or called e-Registration. Taxpayer Basic Number 
itself functions as the identity number or taxpayer identity number, to keep 
orderliness in tax payment and tax administration supervision, as the means of tax 
administration and included in each tax document. The electronically NPWP 
registration had been introduced since 2004. KP2KP Sragen as the institution aiding 
the KPP Pratama Karanganyar performance also provide NPWP registration service 
using e-Registration since the mid of 2006. 
This research tries to describe the phenomenon of taxpayer submission 
affected by the service given by KP2KP Sragen and the use of information 
technology. The objectives of research are to find out the society’s respond to the 
NPWP registration service with e-Registration, to find out the service process, and 
then to find out the effectiveness level of service given in the term of increased 
number of taxpayer enlisted in KPP Pratama Karanganyar. 
From the result of research, it can be seen that the service given by KP2KP 
Sragen increases effectively the number of taxpayer enlisted in KPP Pratama 
Karanganyar. However, there is still found the weakness including the limited human 
resource and inadequate information technology infrastructure. The application of 
service in KP2KP Sragen has been good enough, needs to be continued and 
improved in the term of socialization. 
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     Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara, maka pemerintah dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dilakukan DJP 
adalah dengan penerapan sistem teknologi informasi dalam pendaftaran wajib pajak 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, atau disebut e-Registration. Nomor 
Pokok Wajib Pajak sendiri mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan 
administrasi perpajakan, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, dan 
dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Pendaftaran NPWP dengan 
elektronik diperkenalkan oleh DJP mulai tahun 2004. KP2KP Sragen sebagai instansi 
pembantu kinerja KPP Pratama Karanganyar juga memberikan pelayanan 
pendaftaran NPWP dengan e-Registration mulai pertengahan tahun 2006. 
     Penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena mengenai kepatuhan Wajib Pajak 
yang dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh KP2KP Sragen dan 
penggunaan teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui respon 
masyarakat atas pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-Registration, mengetahui 
proses pelayanannya, kemudian mengetahui tingkat efektivitas dari pelayanan yang 
diberikan kaitannya dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP 
Pratama Karanganyar. 
     Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pelayanan yang diberikan 
oleh KP2KP Sragen efektif meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP 
Pratama Karanganyar. Akan tetapi masih ditemukan juga kelemahannya,yakni 
terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana teknologi informasi yang 
kurang memadai. Penerapan pelayanan di KP2KP Sragen sudah cukup baik, perlu 
dilanjutkan dan ditingkatkan sosialisasinya. 
 








A. Latar Belakang Masalah 
     Sumber penerimaan Negara terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari 
dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri sendiri 
berasal dari sektor penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, yaitu dari 
sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. 
     Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara 
sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). 
     Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia dengan tingkat 
prosentase besar, yaitu kurang lebih sebesar 70%. Dengan penerimaan yang 
bersumber dari pajak, pemerintah bisa mengadakan pemenuhan kebutuhan 
seperti belanja pegawai maupun untuk pembiayaan pengadaan fasilitas publik, 
diantaranya untuk pembangunan jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, 
halte, telepon umum dan fasilitas lain. Negara juga menggunakan hasil 
penerimaan pajak untuk memberikan fasilitas dalam rangka penjaminan rasa 
aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Disadari maupun tidak, setiap warga 
Negara menikmati fasilitas atau pelayanan publik yang pengadaannya dibiayai 




     Sangat dirasakan bahwa pajak merupakan sarana pemenuhan kebutuhan suatu 
Negara. Maka suatu Negara selalu berusaha meningkatkan target penerimaannya 
yang berasal dari pajak. Agar pelaksanaannya dapat tercapai secara maksimal, 
pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang agar hak-hak masyarakat Wajib 
Pajak terlindung dari kesewenang-wenangan, juga sebaliknya Negara dalam hal 
ini fiskus atau aparatur pajak yang memperoleh legitimasi (kewenangan). Sesuai 
dengan Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak merupakan perwujudan 
pemenuhan kewajiban kepada Negara dan juga hak bagi setiap warga Negara 
untuk dapat ikut berperan serta terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan 
rumah tangga Negara. 
     Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan 
Indonesia dari official assessment system menjadi self assessment system. 
Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor 
pajak. Self assessment system berarti masyarakat Wajib Pajak diberikan 
kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri 
jumlah pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur. 
     Namun pemerintah dalam hal ini aparatur pajak atau Direktorat Jenderal 
Pajak menyadari sepenuhnya bahwa self assessment system masih menemui 
banyak kendala dan hambatan. Setiap orang masih selalu berusaha menghindari 
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat masih rendah 
untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok 




     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam 
administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak (WP). Nomor Pokok Wajib Pajak juga digunakan untuk 
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
administrasi perpajakan. Memiliki NPWP juga memberikan manfaat langsung 
lain bagi Wajib Pajak, seperti sebagai pembayaran pajak di muka 
(angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib 
Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan 
pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai salah satu syarat jual 
beli tanah, dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-
bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan 
NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
     Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, khususnya Pasal 2 ayat (1) 
menyebutkan bahwa “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya wajib 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.” Seseorang yang berpenghasilan diatas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftar dan memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan 
diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 




mempunyai penghasilan di bawah PTKP mempunyai keperluan lain dibutuhkan 
kepemilikan NPWP tentu yang bersangkutan boleh memperoleh NPWP. 
     Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu adanya usaha untuk menciptakan 
kesadaran publik untuk memiliki NPWP. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi 
institusi perpajakan yang ada, karena masyarakat yang awam tentang peraturan 
perpajakan akan cenderung meminta pelayanan ke institusi perpajakan di 
daerahnya untuk mencari informasi tentang kewajiban perpajakan yang harus 
dipenuhinya. 
     Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu manual dan 
elektronik. Dengan cara manual, Wajib Pajak bisa mengisi formulir pendaftaran 
dan menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
setempat, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan 
dengan melalui elektronik atau biasa disebut e-Registration, yaitu melalui 
internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id 
dengan memilih (mengeklik) e-Registration (pendaftaran Wajib Pajak melalui 
internet), lalu Wajib Pajak bisa memasukkan data-data pribadi yang diperlukan 
berdasarkan tanda pengenal (KTP/SIM/Paspor). Selanjutnya Wajib Pajak dapat 
menyerahkan atau mengirimkan melalui pos fotocopy data pribadi tersebut ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat. 
     Dengan perkembangan teknologi yang ada, tentunya cara pendaftaran NPWP 




Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) bisa menyediakan pelayanan untuk pendaftaran 
NPWP. KP2KP sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 
sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk memberikan penyuluhan, 
konsultasi, dan pelayanan tentang kewajiban Wajib Pajak untuk memiliki 
NPWP. Dengan pelayanan yang diberikan di KPP maupun KP2KP, masyarakat 
tidak perlu direpotkan untuk memiliki NPWP, sehingga jumlah Wajib Pajak 
terdaftar akan mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan 
penerimaan pajak. 
     Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis 
tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Pelayanan Pendaftaran NPWP 
Secara Elektronik (e-Registration) di KP2KP Sragen Kaitannya dengan 
Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pelayanan pendaftaran NPWP di KP2KP Sragen? 
2. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya pelayanan pembuatan NPWP 
secara elektronik di KP2KP Sragen? 
3. Bagaimana efektivitas adanya pelayanan pembuatan NPWP secara elektronik 
di KP2KP Sragen kaitannya dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP 
Pratama Karanganyar? 
4. Apakah hambatan yang ditemui KP2KP Sragen dalam upaya meningkatkan 




5. Upaya apa yang dilakukan KP2KP Sragen dan KPP Pratama Karanganyar 
dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP? 
C. Tujuan Penelitian 
     Dengan penelitian yang dilakukan, terdapat berbagai tujuan yang ingin 
dicapai, antara lain : 
1. Mengetahui proses pelayanan pendaftaran NPWP di KP2KP Sragen. 
2. Mengetahui respon masyarakat atas pelayanan pembuatan NPWP secara 
elektronik di KP2KP Sragen. 
3. Untuk mengetahui efektivitas adanya pelayanan pendaftaran NPWP secara 
elektronik (e-Registration) di KP2KP Sragen kaitannya jumlah Wajib Pajak 
terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 
4. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui KP2KP Sragen dalam upaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP. 
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KP2KP Sragen dan KPP Pratama 
Karanganyar dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
memiliki NPWP. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Untuk Mahasiswa 
a. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program DIII 
Akuntansi Perpajakan. 
b. Sebagai media untuk menambah wawasan. 
c. Sebagai sarana untuk memperdalam kreativitas dan ketrampilan 




2. Untuk KP2KP Sragen dan KPP Pratama Karanganyar 
     Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi 
untuk menambah pelayanan kepada Wajib Pajak. 
3. Untuk Pihak Lain 
     Sebagai tambahan informasi dalam meningkatkan pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
E. Metode Penelitian 
1. Desain Penelitian 
     Menurut Winarno Surakhmad (1982:143), desain penelitian adalah studi 
kasus memusatkan perhatian kepada suatu kasus secara intensif dan 
mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit (atau satu kesatuan 
unit) yang dipandang sebagai kasus. Dalam hal ini kasus yang dibahas dan 
ditelaah adalah efektivitas pelayanan pendaftaran elektronik NPWP (e-
Registration) di KP2KP Sragen kaitannya dengan peningkatan jumlah Wajib 
Pajak terdaftar di KPP Pratama Karanganyar 
2. Objek Penelitian 
     Objek penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai variabel disini 
adalah pelayanan pendaftaran elektronik NPWP (e-Registration) di KP2KP 
Sragen dan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 
3. Jenis dan Sumber Data 




a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 
dan gambar. Contohnya adalah data mengenai proses pelayanan 
pendaftaran NPWP melalui e-Registration di KP2KP Sragen. 
b. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 
data kualitatif yang diangkakan. Contohnya adalah jumlah Wajib Pajak 
terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 
     Sedangkan sumber data menurut Loefland Moleong dalam bukunya 
Metode Penelitian Kualitatif (2002: 112) menyatakan bahwa “Sumber data 
yang pertama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. 
Sumber data berasal dari : 
a. Data Primer data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. 
Contohnya adalah data jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama 
Karanganyar. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 
mempelajari buku-buku, literatur, makalah, undang-undang perpajakan 
yang berlaku. 
4. Teknik Pengumpulan Data (Nazir, 1988) 
a. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 
langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 





b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 
penanya/pewawancara dengan si penjawab/responden dengan 
menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (1988:234). 
5. Teknik Pembahasan 
     Model atau bentuk pembahasan yang digunakan oleh penulis dalam tugas 
akhir ini adalah pembahasan deskriptif. Penelitian deskriptif menurut 
Mardalis (2004:26) bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 
berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis 
dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 
Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh 
informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara 



















     Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, Waluyo (2005:2) 
mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, antara 
lain sebagai berikut : 
a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam buku 
Essay in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax is 
compulsory contribution from the person, to the government to depray 
the expenses incurred in the common interest of all, without reference 
to special benefit conferred.” Dari definisi di atas terlihat adanya 
kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya 
manfaat yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang. 
b. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku “The Economics 
of Public Finance” memberikan batasan pajak seperti di atas hanya 
menggantikan without reference dengan with little reference. 
c. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over 
Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang 
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut 




kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum. 
d. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De 
Economische Betekenis belastingen (terjemahan): Pajak adalah prestasi 
kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang 
dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrapretasi yang dapat 
ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah. 
e. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari 
disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong 
menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas tidak tampak istilah 
“dipaksakan” karena bertitik tolah pada istilah “iuran wajib”. Sisi 
lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada 
mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. 
f. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum 
Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran 
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipasakan) 
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung 





     Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 
yang melekat pada pengertian pajak adalah: 
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai public investment. 
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
     Definisi pajak menurut S. Munawir (2003) adalah iuran wajib dan 
pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat 
dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (Wajib Pajak) tidak atau tidak 
sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat 
dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat 
teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk 
penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak, dan dapat dengan pidana penjara. 
     Imam Wahyutomo dalam bukunya yang berjudul Pajak (2004:1) 




sektor publik (Pemerintah) bberdasarkan Undang-undang yang 
pemungutannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan 
(tegenprestatie) yang secara langsung ditunjukkan, yang berfungsi sebagai 
alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada 
di luar keuangan Negara.” Dari definisi tersebut dapat diidentifikasikan 
bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Pajak merupakan setoran sebagian kekayaan individu atau Badan untuk 
Kas Negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang. 
b. Sifat pemungutan pajak dapat dipaksakan, terus menerus, tidak 
mendapat prestasi (imbalan) kembali secara langsung. 
c. Penerimaan pajak oleh Negara dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran 
Negara dalam melayani kepentingan masyarakat. 
     Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara 
langsung digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi 
keperluan rakyat. 
     Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 





b. Pembayaran Pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (Wajib 
Pajak) sifatnya dipaksakan. 
c. Pembayar pajak (tax payer) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara 
langsung dari pemerintah. 
d. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
e. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (Sony Agustinus dan Isnianto 
Kurniawan, 2009:1) 
2. Fungsi (Mardiasmo, 2009:1). 
     Pemungutan Pajak memiliki 2 macam fungsi, yaitu : 
a. Fungsi budgetair 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya 
b. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh : 
1.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
2.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 




3.) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia. 
3. Sistem Pemungutan Pajak (Agustinus dan Isnianto Kurniawan, 2009) 
a. Official Assesment System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya besar pajak yang 
terutang. 
Ciri-ciri dari Official Assesment System adalah : 
1.) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus; 
2.) Wajib Pajak bersifat pasif; 
3.) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak 
oleh fiskus. 
b. Self Assesment System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar. 
c. Withholding System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 





4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2009:3) 
     Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut 
antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena telah memperoleh 
jaminan perlindungan tersebut. 
b. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 
kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus 
dibayar. 
c. Teori Daya Pikul 
Pembagian beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya 
pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 
d. Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu 






e. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 
masyarakat. 
5. Pengelompokan/Pembagian Pajak (Suandy Erly, 2003) 
     Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang 












Bagan Pembagian Pajak 
 
     Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan golongannya, pajak 
dibagi menjadi dua macam, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh 
Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 
Pajak 
Berdasarkan Golongan 
Berdasarkan Wewenang Pemungut 
Berdasarkan Sifat 
Pajak Langsung 








Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau 
digeserkan kepada pihak lain. 
     Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak 
pusat/negara dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan 
pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 
Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah. 
     Berdasarkan sifatnya, pajak juga terbagi menjadi dua,yakni pajak 
subjektif dan pajak objektif. Yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah 
pajak yang memperlihatkan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Lalu pajak 
objektif adalah pajak yang pada awalnya memperlihatkan objek yang 
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari 
subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. 
6. Pajak Penghasilan  
a. Pengertian (Erly Suandy, 2002) 
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak 
atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak 
atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 





b. Objek Pajak Penghasilan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan) 
1.) orang pribadi; 
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak 
2.) badan 
3.) bentuk usaha tetap. 
B. Wajib Pajak 
1. Pengertian 
     Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan). 
     Pengertian Wajib Pajak menurut Imam Wahyutomo (1994:16) adalah 
orang atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan 
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. 
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (Siti Resmi, 2008) 
Hak Wajib Pajak 
a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan 
Masa. 





c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain 
kepada Direktur Jenderal Pajak. 
d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal 
Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 
e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
f. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 
1.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 
2.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 
3.) Surat Ketetapan Pajak Nihil; 
4.) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 
5.) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 
Surat Keputusan Keberatan. 
h. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 
1.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 
2.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 
3.) Surat Ketetapan Pajak Nihil; 




5.) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
i. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 
Surat Keputusan Keberatan. 
j. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan 
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
k. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak 
dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, 
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 
besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah 
berlakunya UU No. 28 Tahun 2007. 
Kewajiban Wajib Pajak 
a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak 
dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 
b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan 




c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam 
bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan 
mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke 
kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau 
dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak. 
d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 
ketetapan pajak. 
g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, 
dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
h. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,   dokumen 




penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak; 
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 
memberikan keterangan lain yang diberikan apabila diperiksa. 
C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
1. Dasar Hukum 
     Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, khususnya Pasal 2 ayat 
(1) menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan 
Wajib Pajak dan kepadanya wajib diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
2. Pengertian NPWP 
     Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktur 
Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2007). 
     Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 /PJ/2009 tentang 
Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP dan Perubahan 
Data Wajib Pajak dan/atau PKP dengan Sistem e-Registration, NPWP 




administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) 
digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya 
merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 
3. Fungsi NPWP 
     Nono Hanafi dkk (2003) menjelaskan bahwa kepada setiap Wajib Pajak 
hanya diberikan satu NPWP, dan ada empat fungsi dari NPWP tersebut, 
yaitu: 
a. Sarana dalam administrasi perpajakan. 
b. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakannya. 
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan 
administrasi perpajakan. 
4. Tempat Pendaftaran NPWP 
     Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak. 
b. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha 





5. Jangka Waktu Pendaftaran 
     H. Gustian (2003) mendeskripsikan jangka waktu pendaftaran NPWP 
adalah sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak badan atau Orang Pribadi usahawan, paling lambat satu 
bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 
b. Wajib Pajak Non-Usahawan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya 
sampai dengan satu bulan dalam tahun buku memperoleh penghasilan 
yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
6. Sanksi 
     Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan pasal 39 disebutkan sanksi terhadap pelanggaran 
kewajiban memiliki NPWP, yaitu : 
     Ayat (1) 
     Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya 
peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.  
Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan 
sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan 
tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau  
menggunakan tanpa hak  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.  
     Ayat (2) 
     Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang 
perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang 
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani 
sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi 
pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2  (dua) kali 
sanksi pidana yang diatur pada ayat (1). 
     Ayat (3) 
     Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 
atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka 
mengajukan permohonan restitusi pajak dan/atau kompensasi pajak atau 




karena itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik 
tersendiri. 
 
7. Penghapusan NPWP 
     NPWP dapat dihapus, antara lain karena hal-hal sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan; 
b. wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; 
c. warisan yang telah selesai dibagi; 
d. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai 
bentuk usaha tetap; 
f. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1 
dan 2 yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak 
(Mardiasmo, 2009). 
     Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: 
a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh 
Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak 
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 





c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di 
Indonesia; atau  
d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak 
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
8. Format NPWP (Siti Resmi, 2008) 
     NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode 
Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi 




    Kode          Nomor         Kode    Kode KPP   Kantor Cabang/ 




Format Nomor Pokok Wajib Pajak 
 
D. Ekstensifikasi 
     Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah 
Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi perpajakan. 
Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dalam bentuk pelayanan yang diberikan di 
KPP dan KP2KP. 
 
 





     Sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau 
Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line 
dengan Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 
tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP 
dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP dengan Sistem e-Registration). 
1. Tata cara penggunaan aplikasi e-Registration 
a. Dimulai dengan masuk ke alamat web www.pajak.go.id, kemudian 
membuat username dan password untuk dapat login ke aplikasi e-
Registration. 
b. Mengisi formulir digital pendaftaran Wajib Pajak. 
c. Mencetak Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar 
Sementara, dan menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak. 
d. Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku selama 30 (tiga 
puluh)  hari  sejak  pendaftaran  dilakukan, dan   hanya  berlaku    untuk 
pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta 
tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang 
perpajakan. 
e. Menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah 
ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung maupun melalui 
pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 




f. Dalam hal Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya 
sebagaimana dimaksud diatas belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, 
maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem. 
2. Persyaratan yang harus dipenuhi 
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas : fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk 
Indonesia atau Paspor  ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari 
instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa 
bagi Orang Asing. 
b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 
bebas :  
(1.) fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau Paspor  
ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang 
berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Orang 
Asing; 
(2.) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang 
sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
c. Untuk Wajib Pajak Badan :  
(1.) fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir atau Surat 
Penunjukkan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap; 
(2.) fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau Paspor  




berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Orang 
Asing, dari salah seorang pengurus aktif; 
(3.) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang 
sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
d. Untuk Bendahawaran sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong :  
(1.) fotocopy surat penunjukkan sebagai bendaharawan; 
(2.) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Bendahawaran. 
e. Untuk  Join Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong :  
(1.) fotocopy perjanjian Kerjasama sebagai Join Operation; 
(2.) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Join Operation; 
(3.) fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau Paspor  
ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang 
berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Orang 
Asing, dari salah seorang pengurus Join Operation. 
Catatan : 
a. Bagi pemohon berstatus cabang, Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau 
Wanita Kawin Tidak Pisah Harta harus melampirkan Fotokopi Surat 
Keterangan Terdaftar Kantor Pusat/Domisili/Suami. 
b. Apabila Permohonan ditandatangani oleh orang lain harus dilengkapi 
dengan Surat Kuasa Khusus. 
c. Dalam hal formulir dan persyaratannnya belum lengkap kepada Wajib 








A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah KPP Pratama Karanganyar 
     Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari 
KPP Surakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 
55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata 
kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, diberitahukan bahwa kode 
wilayah KPP Pratama Karanganyar yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) 
menjadi 528, misalnya NPWP nomor: 01.000.000.0-526.000 yang semula 
kode wilayah KPP Surakarta, berhubung berada di wilayah KPP Pratama 
Karanganyar maka otomatis NPWP berubah menjadi nomor: 01.000.000.0-
528.000. 
     Sehubungan digunakannya kantor tersebut sebagai kantor wilayah DJP 
Jawa Tengah II pada bulan Januari 2007 maka untuk sementara waktu 
kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke ex Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir bulan 
Desember 2007 KPP Pratama Karanganyar pindah dari ex Karikpa Surakarta 
ke Gedung Megaria, Jalan Raya Palur karena banjir bandang sungai 
Bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen hanyut 




prasarana KPP Pratama Karanganyar masih belum lengkap. Hal ini dapat 
dilihat dari belum adanya ruang-ruang untuk mesin-mesin komputer yang 
memerlukan ruang khusus yang bersuhu relatif dingin, hingga pernah terjadi 
suatu kejadian dimana mesin komputer terbakar karena suhu yang terlalu 
panas, pendingin udara yang belum sempurna terpasang, dan seringkali 
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tidak bisa on line 
sehingga harus menggunakan sarana-sarana manual. 
     Kemudian, sedikit demi sedikit KPP Pratama Karanganyar melakukan 
perbaikan, baik dari tata ruang maupun fasilitas yang mendukung adanya 
kegiatan pelayanan di kantor tersebut. Hingga akhirnya KPP Pratama 
Karanganyar akhirnya pindah ke lokasi kompleks perkantoran wilayah 


















2. Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar 
     Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi dua kabupaten, yaitu 
Kabupaten Karanganyar, terdiri dari 16 kecamatan, dan Kabupaten Sragen, 
terdiri dari 20 kecamatan. 
     Untuk wilayah kerja kabupaten Karanganyar sendiri terdiri dari : 
a. Kecamatan Karangpandan 
b. Kecamatan Karanganyar 
c. Kecamatan Kebakramat 
d. Kecamatan Tasikmadu 
e. Kecamatan Mojogedang 
f. Kecamatan Jaten 
g. Kecamatan Matesih 
h. Kecamatan Jatipuro 
i. Kecamatan Tawangmangu 
j. Kecamatan Colomadu 
k. Kecamatan Gondangrejo 
l. Kecamatan Kerjo 
m. Kecamatan Jatiyoso 
n. Kecamatan Jumantono 
o. Kecamatan Ngargoyoso 
p. Kecamatan Jumapolo 
Untuk wilayah kerja kabupaten Sragen diuraikan dalam penjabaran tugas 




3. Tugas KPP Pratama Karanganyar 
     KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 
pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 
Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam 
wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama menyelenggarakan 
fungsi sebagai berikut : 
a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan subjek dan objek 
pajak, serta penilaian objek PBB. 
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya. 
d. Penyuluhan perpajakan 
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 
f. Pelaksanaan ekstensifikasi. 
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 
h. Pelaksanaan penagihan pajak. 
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 




l. Pembetulan ketetapan pajak. 
m. Pengurangan PBB serta BPHTB. 
n. Pelaksanaan administrasi kantor. 
4. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 
a. Visi 
     Sebagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan visi yang diharapkan dapat 
mendorong semangat untuk menggerakan seluruh jajarannya, yaitu menjadi 
model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen 
perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, yang 
bercirikan sebagai berikut : 
1.) Aparat berintegrasi tinggi dan profesional. 
2.) Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan 
Negara maju. 
3.) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh. 
4.) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 
internasional. 
5.) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang 
tinggi. 




1.) Menjadi model pelayanan masyarakat, yang mencerminkan harapan-
harapan untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi instansi-
instansi pemerintah lainnya. 
2.) Menyelenggarakan sistem dan menajemen perpajakan berkelas dunia, 
yang mencerminkan harapan-harapan untuk dapat mencapai tingkatan 
standar bagi dunia baik dari segi kualitas aparatnya maupun kualitas 
kinerja hasil-hasilnya. 
3.) Dapat dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat, yaitu 
mencerminkan harapan-harapan untuk mendapatkan pengakuan dari 
masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang mempunyai 
kualitas yang baik dan berkualitas, yang sesuai dengan harapan 
masyarakat. 
b. Misi 
          Dalam rangka mencapai tujuan dari visi tersebut, Direktorat 
Jendral Pajak telah menetapkan misi sebagai pernyataan yang 
menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, peranan, dan tanggung 
jawab Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-undang dan peraturan, serta kebijakan pemerintah yang dijiwai 
oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam 
berbagai lingkungan dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) beraktivitas 
dan berinteraksi. Misi Direktorat Jendral Pajak juga merupakan misi 
dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan 




penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang 
kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang 
perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dengan 
batasan-batasan sebagai berikut : 
1.) Tingkat tax ratio, coverage ratio, dan compliance ratio yang tinggi. 
2.) Pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN. 
3.) Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion. 
4.) Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, 
sosial dan politik. 
5.) Cost of Collection rendah. 
5. Struktur Organisasi 
     Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari Kepala 
Kantor, Bendaharawan, Subbag Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Penagihan, Seksi 
Pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakn (KP2KP) wilayah Sragen, dan 
kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Setelah  modernisasi Perpajakan, 
struktur organisasi yang terdapat di KPP Pratama Karanganyar sebagaimana 





















































































































































































































     Deskripsi tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan di KPP Pratama 
Karanganyar adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Kantor 
Kepala kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan 
operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. 
2. Sub Bagian umum 
Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu : 
a. Bagian Kepegawaian 
Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, antara lain 
menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, 
penataan/penyusunan arsip dan dokumen serta membantu urusan 
lapangan. 
b. Bagian Keuangan 
Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara 
menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan 
Kegiatan (DUP) dan memproses surat permintaan pembayaran. 
c. Bagian Rumah Tangga  
Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor 
dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan 





3. Seksi Pelayanan 
     Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 
hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) juga 
surat-surat lain, penyuluhan perpajakan, registrasi Wajib Pajak, serta 
melakukan kerja sama perpajakan. 
4. Seksi pengolahan Data dan informasi 
     Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) bertugas melakukan 
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha 
penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan 
dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, 
pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kerja. 
5. Seksi Penagihan 
     Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif 
(Surat Tagihan dan Lelang) terhadap tunggakan yang telah jatuh tempo, 
usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 
penagihan. 
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
    Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas pengamatan potensi 
perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 




7. Seksi Pemeriksaan 
     Tugas dari Seksi Pemeriksaan antara lain adalah : 
a. Pemrosesan dan penatausahaaan dokumen masuk di seksi pemeriksaan. 
b. Penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar. 
c. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
penjualan atas barang mewah (PPh BM). 
d. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh. 
e. Penyelesaian usulan pemeriksaan. 
f. Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. 
g. Pengamatan oleh KPP. 
h. Pemeriksaan kantor dan lapangan. 
i. Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 
     Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan 
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
bombingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 
melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan 
intensifikasi, melakukan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan 






9. Fungsional Pemeriksa 
     Fungsional pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan 
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.    
10. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen 
          Pada awalnya keberadaan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen bermula dari didirikannya 
KAPENPA (Kantor Penyuluhan Pajak) tahun 1992. Kemudian, pada tahun 
1993 KAPENPA dirubah namanya menjadi KP4 (Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan, Pengamatan dan Potensi Perpajakan). 
          Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.01/2006 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Pajak, mulai tahun 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP. PBB), dan Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak (KARIPKA) di gabung dalam satu kantor, yaitu 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Sehingga berbagai pelayanan 
menyangkut perpajakan dapat diperoleh wajib pajak atau masyarakat 
dalam Pelayanan Satu Atap, baik pelayanan permohonan pendaftaran dan 
pembuatan kartu NPWP, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penghasilan (PPh), maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
          Dengan terbentuknya KPP Pratama ini, maka Kantor Penyuluhan dan 
Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) berganti nama menjadi Kantor 




perubahan ini, KP2KP Sragen tidak lagi menginduk pada KPP Pratama 
Surakarta, tetapi kemudian menginduk pada KPP Pratama Karanganyar. 
     Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Sragen berlokasi di Jalan Raya Sukowati Nomor 84 Sragen 57213, atau 
lebih mudahnya di depan kantor KODIM Sragen. 
     Wilayah kerja KP2KP Sragen meliputi 20 Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Sragen, yaitu : 
a. Kecamatan Sambirejo 
b. Kecamatan Kedawung 
c. Kecamatan Karang malang 
d. Kecamatan Gondang 
e. Kecamatan Ngrampal 
f. Kecamatan Sragen 
g. Kecamatan Sidoharjo 
h. Kecamatan Masaran 
i. Kecamatan Sambungmacan 
j. Kecamatan Jenar 
k. Kecamatan Tangen 
l. Kecamatan Gesi 
m. Kecamatan Sukodono 
n. Kecamatan Mondokan 
o. Kecamatan Miri 




q. Kecamatan Sumberlawang 
r. Kecamatan Tanon 
s. Kecamatan Plupuh 
t. Kecamatan Kalijambe 
     KP2KP Sragen sebagai salah satu instansi vertical Direktorat Jenderal 
Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan 
konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat. 
     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
132/PMK.01/2006, KP2KP menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi 
perpajakan kepada masyarakat; 
b. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 
c. bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; 
d. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam 
rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama; 
e. pelaksanaan administrasi kantor. 
     Struktur organisasi yang terdapat di KP2KP Sragen sebagaimana yang 










Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) 
 
     Struktur organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) dapat dijabarkan beserta tugas dan fungsinya sebagai 
berikut : 
a. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. 
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 





B. Pembahasan: Efektivitas Pelayanan Pendaftaran NPWP Secara Elektronik 
(E-Registration) di KP2KP Sragen Kaitannya dengan Peningkatan Jumlah 
Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar 
     Seiring perkembangan teknologi, pemerintah dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Pajak terus menerus melakukan modernisasi sistem dan manajemen 
perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) agar Wajib Pajak 
semakin memperoleh kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
Upaya yang dilakukan DJP salah satunya adalah memberikan layanan elektronik 
untuk pendaftaran Wajib Pajak dengan membuka situs resmi DJP 
www.pajak.go.id yang kemudian disebut sebagai sistem e-Registration. Dengan 
adanya e-Registration, DJP ingin memberikan citra pelayanan pajak yang 
mudah, cepat, transparan, dan berkelas dunia dengan sistem secara on line. 
     Upaya penggunaan sarana teknologi informasi melalui e-Registration oleh 
DJP secara nasional memang tidak sia-sia. Sistem e-Registration mulai 
digunakan sejak tahun 2004 dan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam database 
pusat DJP terus mengalami peningkatan signifikan. Kemudian sistem e-
Registration mulai diperkenalkan ke setiap jajaran vertikal DJP. Di KP2KP 
Sragen dan KPP Pratama Karanganyar, menurut Kepala Seksi Pelayanan KPP 
Pratama Karanganyar, Tri Suharno, sistem e-Registration mulai digunakan dan 





1. Proses pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-Registration di KP2KP 
Sragen 
     Jajaran vertikal DJP dalam hal ini KP2KP sebagai instansi pembantu 
kinerja KPP Pratama Karanganyar dituntut untuk bisa memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat. Keberadaan KP2KP sebagai aparatur 
pajak berkewajiban untuk memberikan penyuluhan, konsultasi, dan 
pelayanan tentang kewajiban Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Untuk 
masyarakat awam tentunya akan kurang memahami proses penggunaan e-
Registration, mereka akan cenderung memilih untuk datang dan meminta 
bantuan langsung ke KP2KP untuk memperoleh NPWP. Maka, KP2KP 
Sragen memberikan pelayanan gratis, mudah, dan cepat untuk membantu 
masyarakat yang sadar dan ingin memiliki NPWP. 
     KP2KP Sragen memiliki pegawai honorer yang bertugas khusus 
melayani masyarakat untuk memperoleh NPWP dengan sistem e-
Registration. Wajib Pajak hanya perlu datang ke KP2KP Sragen dengan 
membawa fotocopy kartu identitas dan kemudian mengisi formulir yang 
telah disediakan, petugaslah yang melakukan proses pendaftaran melalui e-
Registration berdasarkan data dalam formulir yang ada. Setelah proses 
pendaftaran melalui e-Registration selesai, petugas akan mencetakkan Surat 
Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) dan Formulir Registrasi Wajib 
Pajak, dan NPWP siap untuk dicetak. Setelah SKTS dan formulir yang 
diperlukan dibaca dan di tandatangani oleh Wajib Pajak, kartu NPWP bisa 




petugas untuk di kirim ke KPP Pratama Karanganyar, kemudian untuk 
mencetakkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).  
2. Respon masyarakat terhadap adanya pelayanan 
pembuatan NPWP dengan e-Registration di KP2KP Sragen 
     Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh KP2KP Sragen, 
masyarakat sangat diuntungkan karena tidak perlu direpotkan untuk proses 
memperoleh NPWP, apalagi untuk kalangan masyarakat yang kurang 
menguasai teknologi informasi. Para Wajib Pajak memberikan respon 
positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh KP2KP Sragen, mereka 
yang antusias karena memperoleh pelayanan akan menyampaikannya 
kepada teman dan kerabat, sehingga pelayanan di KP2KP Sragen semakin 
tersebar luas dan diharapkan mampu mendongkrak jumlah Wajib Pajak 
terdaftar di KPP Pratama Karanganyar pada khususnya dan database 
Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya. 
3. Efektivitas pelayanan pendaftaran NPWP secara 
elektronik menggunakan e-Registration di KP2KP Sragen kaitannya 
dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Karanganyar 
     Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran 
yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah 
tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 
efektifitasnya. Sedangkan pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi 
Saksono (1984) adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai 




     Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi efektivitas sebagai 
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 
secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 
atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan 
dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan 
semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 
     Rasio efektivitas dapat diketahui dan diteliti dengan menghitung 
prosentase efektivitas objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Wajib Pajak 
terdaftar di KPP Pratama Karanganyar sebelum adanya pelayanan 
pendaftaran NPWP dengan e-Registration dengan setelah adanya e-
Registration. Rumus rasio efektivitas adalah : 
 
Realisasi adalah kenyataan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama 
Karanganyar. Data jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama 
Karanganyar dapat dilihat pada tabel III.1 berikut : 
Tabel III.1 
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar  
Periode 2005-2009 
 
          
 
       
 












2005 16.228   1.987 80 18.295 
2006 18.274   2.248 79 20.601 
2007 20.476 10.143 143 30.762 
2008 30.637 23.491 200 54.328 











     Sedangkan target adalah sasaran jumlah Wajib Pajak terdaftar yang ingin 
dapat dicapai oleh KPP Pratama Karanganyar. Target dapat pula disebut 
sebagai jumlah penduduk yang berpotensi dan layak sebagai Wajib Pajak 
namun belum sepenuhnya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan 
memiliki NPWP. Data mengenai jumlah penduduk di wilayah kerja KPP 
Pratama Karanganyar yang meliputi Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel III.2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen Pada 
Periode 2005-2009 
 
 Kab. Karanganyar Kab. Sragen Total Penduduk 
Tahun 2005 840.687 jiwa 858.266 jiwa 1.698.953 jiwa 
Tahun 2006 844.489 jiwa 863.918 jiwa 1.708.407 jiwa 
Tahun 2007 851.366 jiwa 867.572 jiwa 1.718.938 jiwa 
Tahun 2008 865.580 jiwa 871.951 jiwa 1.737.531 jiwa 
Tahun 2009 870.241 jiwa 875.643 jiwa 1.745.884 jiwa 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
     Dari data jumlah penduduk tersebut di wilayah kerja KPP Pratama 
Karanganyar  dari tahun ke tahun sebelum dan sesudah adanya pelayanan 
pendaftaran NPWP dengan e-Registration hingga akhir tahun 2009 dapat 
dilihat adanya peningkatan yang signifikan. Untuk menghitung perkiraan 
jumlah penduduk yang layak pajak atau berpotensi menjadi Wajib Pajak, 
digunakan pendekatan dengan pola pembagian masyarakat. Disini 
diasumsikan bahwa minimal 20% jumlah penduduk di wilayah kerja KPP 
Pratama Karanganyar mempunyai penghasilan diatas PTKP (lebih dari 




keluarga. Maka untuk menghitung potensi perorangan yang seharusnya 
layak menjadi Wajib Pajak digunakan rumus : 
 
Maka target atau potensi penduduk yang layak mendaftarkan diri untuk 
menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP di wilayah kerja KPP Pratama 
Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel III.3 








2005 1.698.953 jiwa 84.948 
2006 1.708.407 jiwa 85.420 
2007 1.718.938 jiwa 85.945 
2008 1.737.531 jiwa 86.877 
2009 1.745.884 jiwa 87.294 
Sumber : Data diolah 
     Setelah diketahui perkiraan jumlah target Wajib Pajak di wilayah 
kerja KPP Pratama Karanganyar, maka dapat dihitung besarnya rasio 











Rasio Wajib Pajak Terdaftar dengan Target Penduduk yang Berpotensi 
sebagai Wajib Pajak Pada Periode 2005-2009 
 






2005 18.295 84.948 21,54 
2006 20.601 85.420 24,12 
2007 30.762 85.945 35,79 
2008 54.328 86.877 62,54 
2009 80.532 87.294 92,25 
 
Sumber : Data diolah 
 
     Berdasarkan tabel III.4 dapat dilihat dan diketahui bahwa rasio 
efektivitas mengalami peningkatan yang cukup kecil dari tahun 2005 ke 
tahun 2006, tetapi ke tahun 2007, 2008 dan 2009 rasio mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, sebelum pelayanan 
pendaftaran NPWP menggunakan teknologi informasi, jumlah penduduk 
yang berpotensi/layak pajak sebesar 84.948 dan jumlah Wajib Pajak yang 
telah terdaftar hanya sebesar 18.295, atau sekitar 21.54%, jumlah ini 
tentunya sangat rendah, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2006, 
KP2KP Sragen memberikan pelayanan istimewa kepada Wajib Pajak dan 
mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar meskipun baru dalam 
jumlah kecil. Hal ini dapat dimaklumi karena mungkin baru sebagian kecil 
masyarakat yang mengetahui adanya pelayanan ini. Hingga pada tahun 
2007, jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan yang lebih 
besar, yakni sebesar 35,79%. Kemudian prosentase ini terus mengalami 
peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu sebesar 62,54%, peningkatan ini 




antusiasme masyarakat wilayah Sragen dan sekitarnya, dan hingga akhir 
tahun 2009 prosentase meningkat menjadi sebesar 92,25%, terbukti bahwa 
pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-Registration cukup efektif dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya, dalam hal ini memiliki NPWP. Untuk melihat prosentase 
kenaikan atau peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel III.5 berikut : 
Tabel III.5 
Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar 
Periode 2005-2009 
 
Tahun Jumlah WP Peningkatan 
Prosentase 
Peningkatan 
2005 18.295 0 - 
2006 20.601 2.306 12,61% 
2007 30.762 10.161 49,32% 
2008 54.328 23.566 76,61% 
2009 80.532 26.204 48,23% 
(Sumber : Data diolah) 
 
     Prosentase peningkatan Wajib Pajak dapat dihitung dengan membagi 
jumlah peningkatan Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang 
berjumlah lebih kecil. 
     Sejak adanya pelayanan dari tahun 2006, jumlah Wajib Pajak KP2KP 
Sragen yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar menunjukkan 
peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah Wajib Pajak terdaftar sebelum 
adanya pelayanan e-Registration, yakni pada tahun 2005 sebesar 18.295 
mengalami peningkatan sebesar 12,61% yakni sebesar 2.306, peningkatan 




NPWP dengan e-Registration baru dilaksanakan di pertengahan tahun 2006, 
jadi sosialisasipun belum begitu terlaksana. Kemudian di tahun 2007 terjadi 
peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar 49,32%, dan pada puncaknya 
pada tahun selanjutnya meningkat sebesar 76,61%, hal ini mungkin 
dikarenakan sosialisasi sudah mulai terlaksana secara terjadwal dan respon 
masyarakat sangat antusias. Lalu sampai akhir tahun 2009, jumlah Wajib 
Pajak mengalami peningkatan sebesar 26.204 atau sebesar 48,23% dari 
tahun 2008. 
4. Hambatan yang ditemui KP2KP Sragen dalam upaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP 
     Setiap upaya yang dilakukan oleh pihak fiskus dalam rangka 
meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar pasti menemui hambatan. 
Hambatan yang timbul dalam pelayanan pendaftaran NPWP melalui sistem 
e-Registration adalah : 
a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
b. Kurangnya pengetahuan para Wajib Pajak mengenai peraturan 
perpajakan. Hal ini mungkin dikarenakan para Wajib Pajak enggan 
untuk meminta penjelasan kepada aparatur pajak mengenai hal-hal yang 
belum diketahui berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
c. Peraturan perpajakan yang terus-menerus mengalami perubahan dan 
kurang disosialisasikan kepada masyarakat. 




e. Kurangnya kelengkapan sarana prasarana teknologi informasi yang 
digunakan untuk mendukung proses pelayanan pendaftaran NPWP 
secara elektronik. 
5. Upaya yang dilakukan KP2KP Sragen dan KPP Pratama 
Karanganyar dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk memiliki NPWP 
     KPP Pratama bersama KP2KP Sragen terus menerus berupaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat yang berpotensi menjadi Wajib Pajak 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya memiliki NPWP. Upaya yang 
dilakukan oleh instansi ini antara lain dengan : 
a. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang 
pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya dan memberikan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ada. 
b. Melakukan pencarian data melalui sumber-sumber atau instansi terkait 
yang dapat memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar 
pelaksanaaan ekstensifikasi perpajakan. 
c. Meningkatkan kinerja para pegawai KPP dan KP2KP agar dapat 
melayani masyarakat dengan baik. 
C. TEMUAN 
     Seteleh penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari KP2KP 
Sragen dan KPP Pratama Karanganyar, maka dapat ditemukan kelebihan dan 
kelemahan dalam pelayanan pendaftaran elektronik NPWP (e-Registratiton) di 




KPP Pratama Karanganyar. Adapun kelebihan dan kelemahan tersebut diuraikan 
sebagai berikut : 
1. Kelebihan 
a. Adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KP2KP Sragen dalam 
meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke berbagai daerah 
di wilayah kerjanya. 
b. Adanya pelayanan pendaftaran NPWP di KP2KP Sragen dengan 
menggunakan sistem e-Registration yang terbukti dapat meningkatkan 
jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 
c. Ada penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang cukup signifikan 
dari sebelum adanya pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-
Registration sampai akhirnya pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-
Registration disosialisasikan. 
d. Pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-Registration terbukti efektif 
dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. 
e. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  jumlah Wajib Pajak terdaftar 
di KPP Pratama Karanganyar sudah cukup baik, yaitu dengan melakukan 
sosialisasi dan pelayanan prima kepada masyarakat. 
2. Kelemahan 
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan yang 




b. Proses pelayanan pembuatan NPWP secara e-Registration terkadang 
lama karena terbatasnya Sumber Daya Manusia di KP2KP Sragen dan 
karena sarana prasarana teknologi informasi yang kurang mendukung. 
c. Masih adanya hambatan yang muncul dalam upaya meningkatkan jumlah 
Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 
d. Tidak adanya pemisahan data antara jumlah Wajib Pajak yang 
mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan e-Registration di KPP 
Pratama Karanganyar dengan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan 


















1. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) 
digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya 
merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 
2. Pelayanan pendaftaran NPWP terbukti efektif meningkatkan jumlah Wajib 
Pajak terdaftar, terbukti dari analisa efektivitas yang dilakukan dengan 
membandingkan nilai realisasi dan target, kemudian membandingkan hasil 
perbandingan tersebut dari tahun ke tahun (mulai dari sebelum adanya 
pelayanan dengan e-Registration sampai akhir tahun 2009). Terdapat 
peningkatan rasio efektivitas yang cukup signifikan mulai tahun 2007. 
3. Sejak adanya pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-Registration, jumlah 
Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 
peningkatan ini terjadi paling besar pada tahun 2008, sebesar 76,65% dari 
tahun 2007. 
4. Upaya yang telah dilakukan oleh KP2KP Sragen dan KPP Pratama 
Karanganyar sudah cukup baik, yaitu dengan memberikan pelayanan prima 




5. Hambatan yang ditemui dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk memiliki NPWP adalah : 
a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
b. Kurangnya pengetahuan para Wajib Pajak mengenai peraturan 
perpajakan. 
c. Peraturan perpajakan yang terus-menerus mengalami perubahan dan 
kurang disosialisasikan kepada masyarakat. 
d. Tingkat Sumber Daya Manusia petugas perpajakan yang masih kurang. 
e. Kurangnya kelengkapan sarana prasarana teknologi informasi yang 
digunakan untuk mendukung proses pelayanan pendaftaran NPWP secara 
elektronik. 
6. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada antara lain 
adalah : 
a. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang 
pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya dan memberikan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ada. 
b. Melakukan pencarian data melalui sumber-sumber atau instansi terkait 
yang dapat memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar 
pelaksanaaan ekstensifikasi perpajakan. 
c. Meningkatkan kinerja para pegawai KPP dan KP2KP agar dapat 






     Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberi saran yang 
mungkin dapat digunakan sebagai masukan untuk pihak instansi perpajakan, 
antara lain : 
1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi perlayanan 
pendaftaran NPWP dengan e-Registration secara merata ke daerah-daerah 
wilayah kerja terkait. 
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi bagi pihak 
fiskus atau aparatur pajak agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal 
dalam pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-Registration bagi masyarakat 
Wajib Pajak. 
3. Meningkatkan kinerja aparatur pajak agar dapat memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat dalam proses pendaftaran diri guna mendapatkan 
NPWP secara elektronik. 
4. Adanya pemisahan data jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk 
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